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P U T U S A N 

Nomor  196/Pdt.G/2025/PA.Cms  

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata 

pada tingkat pertama, dalam persidangan yang dilangsungkan secara 

elektronik Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah 

ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :  

 

Pemohon, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat 

kediaman Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat dengan 

domisili elektronik pada alamat email : 

xxxtaza156@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa 

kepada :  Miftah Mujahid, S.H. dan Adi Ahmad Ripai, SH., 

Advokat, yang berkantor di Jalan Stasiun No. 74 Ciamis. 

dengan domisili elektronik pada alamat email : 

Miftahmujahid6@gmail.com dan adhigon88@gmail.com 

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Januari 2025, 

yang telah terdaftar pada buku register kuasa Pengadilan 

Agama Ciamis tanggal 10 Januari 2025 Nomor  

190/I/K/2025, sebagai  Pemohon;  

 

L a w a n 

 

Termohon, Umur  24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, 

tempat kediaman Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, 

sebagai  Termohon;  

Pengadilan Agama tersebut ;  

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;  

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi di dalam 

persidangan ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 

09 Januari 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis 

pada tanggal 10 Januari 2025 pada register perkara nomor 

196/Pdt.G/2025/PA.Cms telah mengajukan permohonan untuk menjatuhkan 

talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut : 

1. Bahwa pada Hari Senin tanggal 06 Februari 2023 telah dilangsungkan 

perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan 

menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. 

Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, sebagaimana tercatat dalam 

Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 06 Februari 2023 ;   

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan 

berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk 

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa;   

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Pemohon tinggal di Rumah 

kediaman orang tua Pemohon sesuai alamat Pemohon tersebut diatas;   

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah 

berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai  1 

(satu) orang anak bernama Anak Laki-laki, laki-laki lahir di Pangandaran 

tanggal 13-11-2023 ;   

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga 

dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Maret tahun 

2024. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2024 rumah tangga Pemohon dan 

Termohon sering diwarnai perselisihan secara terus menerus yang 

disebabkan karena masalah tempat tinggal, yang mana Termohon sudah 

tidak mau diajak berumah tangga ditempat tinggal Pemohon ;   

6. Bahwa puncak perselisihan antara  Pemohon dan Termohon terjadi pada 

bulan Juni tahun 2024, dimana Pemohon dan Termohon sudah pisah 

rumah yang mana Termohon sekarang tinggal di alamat Termohon tersebut 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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diatas, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi 

menjalin hubungan layaknya suami isteri  ;   

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, 

Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga 

Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi 

menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan 

hasil;   

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang 

tidak kunjung membaik, maka Pemohon tidak memiliki pilihan lain selain 

untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon;   

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana 

diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari 

suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;   

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;   

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini 

Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Majelis 

Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan 

memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut : 

1.  Mengabulkan Permohonan Pemohon;   

2.    Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) 

untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di 

depan sidang Pengadilan Agama Ciamis setelah putusan ini 

mempunyai kekuatan hukum tetap;   

3.    Membebankan biaya perkara sesuai hukum.  

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon 

didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan,sedangkan Termohon 

tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain sebagai 

wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, 

lagi pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan 

yang sah ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan karena 

pihak Termohon tidak hadir di persidangan, sedangkan Pemohon menyatakan 

tetap dengan permohonannya, kemudian pemeriksaan dilanjutkan sesuai 

dengan tahap yang berlaku, yakni membacakan surat permohonan Pemohon 

tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;  

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah 

mengajukan bukti-bukti berupa : 

A. Alat Bukti Surat   

− Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 06 Februari 2023 yang 

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimerak Kabupaten 

Pangandaran, bukti surat tersebut  telah bermaterai cukup dan telah 

dicocokan dengan aslinya  yang ternyata sesuai, kemudian  oleh Ketua 

Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P); 

B. Saksi-saksi   

1. Saksi 1, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, 

bertempat tinggal di Kabupaten Pangandaran, di persidangan 

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai 

berikut : 

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi 

sebagai Paman Pemohon; 

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah 

sekitar tahun 2023 di KUA Kecamatan Cimerak ;  

- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon 

tinggal di rumah tinggal kediaman orang tua Pemohon dan sudah 

dikaruniai satu orang anak; 

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan 

Termohon, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon 

hidup rukun dan harmonis sebagai suami isteri, akan tetapi sejak Maret 

2024 rumah tangga mereka mulai goyah tidak harmonis bahkan sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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- Bahwa penyebabnya karena disebabkan karena masalah tempat 

tinggal, yang mana Termohon sudah tidak mau diajak berumah tangga 

ditempat tinggal Pemohon; 

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah 

karena telah berpisah rumah sejak Juni 2024 sampai dengan sekarang;  

- Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut 

saja tidak sampai terjadi bentrok fisik ;  

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama berpisah sudah tidak 

ada komunikasi lagi ;  

- Bahwa sudah ada usaha dari keluarga untuk mendamaikan Pemohon 

dan Termohon namun tidak berhasil; 

2. Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal 

di Kabupaten Pangandaran di persidangan memberikan keterangan di 

bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : 

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi 

sebagai Kakak Pemohon; 

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, mereka 

menikah sekitar tahun 2023 di KUA Kecamatan Cimerak Kabupaten 

Pangandaran ;  

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum mempunyai 

rumah sendiri dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama Anak 

Laki-laki; 

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup 

rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Maret 2024 keadaan rumah 

tangga mereka mulai goyah sudah tidak rukun dan harmonis lagi 

bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus 

menerus ;  

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah disebabkan 

karena masalah tempat tinggal, yang mana Termohon sudah tidak mau 

diajak berumah tangga ditempat tinggal Pemohon ; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul dalam satu tempat 

kediaman bersama karena mereka telah berpisah sejak Juni 2024  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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sampai sekarang dan selama berpisah diantara mereka sudah tidak 

ada hubungan komunikasi lagi ;  

- Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut 

saja tidak sampai terjadi bentrok fisik ;  

- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi 

tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkannya lagi ; 

Bahwa pihak Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya serta 

menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, 

selanjutnya mohon putusan ;  

Bahwa sebagai akibat dari talak, Pemohon berkesanggupan memberikan 

kepada Termohon yaitu : 

a. Mut’ah berupa uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) 

b. Nafkah selama Iddah sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus 

ribu rupiah) 

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk 

kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara  persidangan 

perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak 

terpisahkan dari putusan ;  

 

PERTIMBANGAN HUKUM 

 

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon secara lengkap adalah 

seperti diuraikan tersebut di atas ;  

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Penggugat kepada Advokat: 

Miftah Mujahid, S.H. dan Adi Ahmad Ripai, SH, telah ditempuh sesuai dengan 

ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa 

dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa  

dalam perkara ini ; 

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk perkara bidang 

perkawinan yang pada saat dilangsungkannya perkawinan, pihak-pihak 

beragama Islam serta dilaksanakan menurut ketentuan Hukum Islam, maka 

berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009, maka perkara ini adalah wewenang absolut badan peradilan dalam 

lingkungan Pengadilan Agama ;  

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut 

dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai 

pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Termohon tidak pernah datang 

di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai 

Kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut 

disebabkan alasan yang sah, oleh karena  itu perkara ini dapat diputus tanpa 

hadirnya Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan 

pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman : 55 

yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai 

berikut :  

بالبينة اثباته جاز غيبة تواراو او بتعزز تعزز فاِن  

Artinya : “Apabila Termohon (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi 

atau ghaib, maka perkara itu diputuskan berdasarkan bukti-bukti ;  

 

 Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak 

dapat dilakukan karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan, sedangkan 

Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, maka perkara ini harus 

diselesaikan melalui putusan hakim ;  

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan sejak Maret 

2024 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran 

terus menerus disebabkan disebabkan karena masalah tempat tinggal, yang 

mana Termohon sudah tidak mau diajak berumah tangga ditempat tinggal 

Pemohon, akhirnya pada Juni 2024 terjadi pisah tempat tinggal dan tidak 

pernah kumpul bersama lagi, sedangkan upaya menyelesaikan masalah rumah 

tangga tersebut dengan melibatkan pihak keluarga sudah dilakukan namun 

tidak berhasil ;  

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan 

atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni perceraian dengan alasan 

suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada 

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang perlu 

dibuktikan oleh Pemohon adalah peristiwa yang dijadikan alasan tersebut ;  

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak pernah hadir di 

persidangan menunjukkan bahwa ia tidak membantah semua yang didalilkan 

Pemohon dalam surat permohonannya ;  

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu 

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang 

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani 

Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;  

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, 

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) Fotokopi Kutipan Akta Nikah 

dan 2 (dua) orang saksi ;  

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan akta otentik, telah bermeterai 

cukup dan cocok dengan aslinya, isi dari alat bukti tersebut menjelaskan 

mengenai peristiwa hukum berupa perkawinan Pemohon dan Termohon, 

sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;  

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang bernama  

Saksi 1 (Paman Pemohon) dan  Saksi 2  (Kakak Pemohon), sudah dewasa dan 

sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan 

kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 

145 ayat 1 angka 3 e HIR ;  

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 

Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan 

atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo 

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar 

keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri ;  

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, 

Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari 
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keluarga atau orang dekat pihak Pemohon, yang pada pokoknya mereka telah 

memberi keterangan sebagaimana diuraikan di atas ;  

 Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi Pemohon didasarkan 

atas penglihatan, pendengaran serta pengalaman mereka sendiri, keterangan 

mereka satu sama lain saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 171 dan 

172 HIR jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, 

dengan demikian keterangan kedua orang saksi Pemohon dipandang telah 

memenuhi syarat materil kesaksian, dengan demikian dapat dijadikan 

pertimbangan ;  

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, maka telah diperoleh fakta 

kejadian bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada 

tanggal 06 Februari 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama Cimerak Kabupaten Pangandaran, pernikahan tersebut tercatat dengan 

Akta Nikah nomor : XXX tanggal 06 Februari 2023;  

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut di atas, maka diperoleh 

fakta hukum bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang ikatan 

perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu Pemohon 

adalah pihak yang memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ikrar 

talak terhadap Termohon ;  

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang 

diajukan Pemohon, maka telah diperoleh fakta-fakta kejadian yang pada 

pokoknya adalah sebagai berikut :  

➢ Sejak Maret 2024 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar 

disebabkan disebabkan karena masalah tempat tinggal, yang mana 

Termohon sudah tidak mau diajak berumah tangga ditempat tinggal 

Pemohon ;  

➢ Sejak Juni 2024 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak 

pernah kumpul bersama lagi ;  

➢ Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon 

namun tidak berhasil, dan mereka tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;  
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Menimbang,  bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di 

atas, maka ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya 

perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah 

berlangsung secara terus menerus yang penyebabnya disebabkan karena 

masalah tempat tinggal, yang mana Termohon sudah tidak mau diajak berumah 

tangga ditempat tinggal Pemohon, hal mana telah mengakibatkan di antara 

mereka sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, 

sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta 

mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana 

dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin 

lagi dapat diwujudkan ;   

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, 

maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum sebagaimana 

dimaksud  pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo 

pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f  

Kompilasi Hukum Islam ;  

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah 

terbukti, Maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan pihak mana yang 

salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran 

antara Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi 

Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 

Oktober 1991 ;  

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi 

alasan hukum serta Termohon dalam keadaan tidak hadir, sedangkan 

Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka 

Majelis Hakim harus mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek 

dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i 

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis ; 

Menimbang, bahwa Pemohon yang berkesanggupan memberikan kepada 

Termohon sebagai akibat talak yaitu mut’ah berupa uang sejumlah Rp 500.000 
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(lima ratus ribu rupiah) dan nafkah selama iddah sejumlah Rp 1.500.000 (satu 

juta lima ratus ribu rupiah) Maka sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf a dan 

b kompilasi hukum islam, Pemohon patut di perintahkan untuk membayar 

kepada Termohon apa yang disanggupinya tersebut, dan demi terjaminnya 

hak-hak Termohon pembayarannya harus dilakukan sebelum ikrar talak 

diucapkan. 

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka 

berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka 

seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;  

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan 

dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ; 

MENGADILI  

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan  patut 

untuk  datang menghadap di persidangan, tidak hadir ; 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ; 

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu 

raj’i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama 

Ciamis ; 

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar 

talak diucapkan yaitu : 

a. Mut’ah sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) 

b. Nafkah selama iddah sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu 

rupiah) 

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.228.000,00 

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ; 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada 

hari  Selasa tanggal 11 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal  12 

Sya’ban 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Abd. Azis, M.H. sebagai Ketua Majelis 

serta Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy dan Dra. Atin Hartini, masing-masing 

sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka 
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untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi 

Pengadilan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 Masehi bertepatan 

dengan tanggal 13 Sya’ban 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan 

didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Ela Sukaelah, S.H., 

sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon didampingi oleh Kuasa 

Hukumnya tanpa dihadiri Termohon 

Ketua Majelis, 

 

ttd 

Drs. Abd. Azis, M.H. 

 

Hakim Anggota, 

 

ttd 

Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy 

 

Hakim Anggota, 

 

ttd 

Dra. Atin Hartini 

Panitera Sidang, 

 

ttd 

Hj. Ela Sukaelah, S.H. 

 

Perincian Biaya Perkara : 

1. Biaya PNBP :    Rp. 70.000,- 

2. Biaya Proses : Rp.100.000,- 

3. Biaya Panggilan  : Rp.  48.000,- 

4. Biaya Meterai : Rp.  10.000,- 

    Jumlah : Rp. 228.000,-  

    (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) 
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